NOMOR 421.9 /986 TAHUN 2019

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BAGI
PAUD TUNAS HARAPAN BUNGKAH
KECAMATAN BANYUBIRU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SEMARANG

Menimbang : & bahwna memperhatikan surat Pengelola satuan l’cndid_iicar_l_ﬁnak Lisin Dipi (PFALID) dan
PAUD Tunas Harapan Bungkah Kecamatan Banyubiru Tanggal 15 April 2019 nomor :
20/PAUD. THAV2019 Perihal Permohonan 1jin Pendirian PAUD; . "

b. bahwa dalam rangka pembinaan, lertib administrasi dm_pungcndnl'.un‘pendlnnn serta
penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.{_1 _Kahupule.n Semarang, periu
adanya ljin Pendirian bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; _
bahwn sehubungan dengan hurul a dan b diatas , perlu adanya Keputusan yang ditetapkan

c.
oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Semarang.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1930 Tentang Pembeniukan Daerah-daerah Kabupaten

Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah: .
2 Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 Tentang Perubahan Batas-batas Wilayah

Kotapraja Salatign Dan Daerah Swatnntra Tingkat 11 Semarang (Lembaran Nugm"n
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomaor 16352);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 Tenmtang Program Pembangunan Nasional

{L.embaran Negara Republik Indonesia mhun 2000 nomor 206);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 MNomor 78, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4301 )

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
[Lembarun Negara Republik Indonesia NMomor 43859 );

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8
F'ahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerimtah Pengganti Undang-undang Nomor
§ Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 Tentang
Pemeriniah Daerah Menjadi Undang-undang (l.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 Tentang Perluasan Kotamadya Daerah
Tingkat T Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 Tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat Il Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkal 1l Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomeor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan
Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahuan 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );

I1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1992 Tentang Tenaga
Pendidikan;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007

Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal:




pkan
PERTAMA

fan
Ten Menter;
1 B Pongian - L endidik :
4, Pm“-‘ran M'd'd"im. Anak () ﬂ:D]':.Ia:smual Republik | .
2014 Topq, CEER ini; ndonesin Nomor S8 Tahun 2009
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Kepyy = asi : aun Republik Indonesia

iy Telnik Penyuanm Dalm“}‘;:‘l::nﬂdikan Anak Usia Dini (PALIN, Nomior 137 Tahun

- Keputygy Mmmm Dan Materi pyiap. - 12" Dacrub Nomor 21 Tahun 2001 Tentang

Benfuk proges o0 Dalam Negeri pan o W-Produk Hukum Daeraly

8. xep,,lmn M“"‘Pfﬁ;luk Hukum Daergly: Otonomi Duerah Nomor 22 Tahun 2001 Tentang
Pl‘nsed“p i Iam”'tlﬂl‘idn,f ;

19, Pﬂmmm:, YUY Prodyk Hikice fﬁ;ﬂmw Daerh Nomor 23 Tahun 2001 Temang

Atas Peraturan Dur:lh,umm Semarang No 10 Tahun 2013 Tentang Perubshan Kedoa

Dan Tty K,

sebugai berikut

Upalen Semarang Nomar 18 Tabun 2008 Tentang Organisasi

" Dinas Dastah Kabupaten Semarang,
3 MEMUTUSKAN
em . :

Nama Lm“'ikﬂ:u ljin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dint (PAUD) kepada :
Program Pengidi : PAUD TUNAS HARAPAN BUNGKAH
Alamat endidikan : Kelompok Bermain

¢ Dusun Bungkah RT.01, RW.09 Sepakung
Pengelola : E::T:;:un Banyubiry Kabupaten Semarang

¢ Tugas dan tanggung jawab kegintan lembaga sebogaimann dimaksud diktum PERTAMA

L. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usin Dini sesuai dengan ijin yang diberikan;
2. Wajib mentaati pernturan perundangan yang berlaku atan yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yung ditentukan;

4. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilnh vang dipergunakan oleh perguroan Bnggi;

Pemberian ijin Pendirian akan dicabut, apabila :
1. Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tidak lugi menyelenggarakan kegintnn pelayanan
Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdusarkan hasil evaluasi;
3. Ditemukannys adanya kegiatan diluar proses kegiatan kependidikan;
4, Penyelenggam tidak menyampaikan laporan selama 2 (dun) tahun berturut-turut kepada

. Segala biaya yang timbul akibat dikeluvarkannya keputusan ini dibebankan pada Penyelenggara:
: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan dalam Keputusan ini maka

KETIGA
Kepala Dinas
KEEMPAT Keputusan ini j
Dini;
KELIMA
KEENAM
Keputusan akan
KETUJUH
Tembusan Kepada Yth. :

. Koorwilcam Bid, Pendidikan Kecamatan Banyubiru;-_*

2. Arsip.

Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudnan dan Olghraga Kabupaten Semarang,

uga berlaku sebagai ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia

ditinjau kembali;

¢ Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di  : Ungaran
Pada Tangpal : 03 Mei 2019
Pit. KEPALA,

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

4199203 1 014




